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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

a. bahwa setiap tahunnya Pemerintah Daerah wajib 
menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) ke dalam pelaksanaan program · dan 
kegiatan pembangunan; 

b. bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan 
tahunan disusun dalam suatu dokumen Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar bagi 
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon 
Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

c. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap 
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagairnana 
dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan 
Gubernur; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan · Barat Tahun 
2023; 
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Nomor 2 'l'nhun 2014 tnntnng 
u r h (I mbnron N f'Hr n puhlik 

lndon . in Tnhun 201 l Nomor 2'14, Tnmhr hnn f mho c n 
N mrn I publlk lrulon In Nomor 5587) bngalmanr t Joh 
diubnh b b rn1 n 1m11 dnn t rnkhlr d n on Und ng-Undr n 
N mor 1 Tuhun 2022 t nton I tubungnn Kcuon 1 n Antar 

m rintnh Pu ot don r m rintah Do rah (Lcmb ran 
N nm R publlk lndon in Tnhun 2022 Nomor 4, 
Tnmbnh n I mbarnn N gnra Republlk Jndon f Nomor 

757); 
7. Undnng-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan 

K uangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemcrintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomro 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6780); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 6402); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Peru bahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 590); 

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3); 
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Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 

pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. 

3. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Barat. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat. 

5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk 
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan 
dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan 
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan 
daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang 
menjadi kewenangan. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 
2023. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pemb ntukan tan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan arat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

nrn Tahun 2016 Nomor 8, Tarnbahan Lembaran Daerah 
Provin i Kallmantan arat Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah b b rnpn kall dan terakhir dengan Peraturan 
On rah Nomor 5 T hun 2021 tentang Perubahan Kedua 
atn P rnturon Daerah Nomor 8 Tahun 2016 ten tang 
P mbcntukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalirnantan 
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Daerah 
Provinsi KaJimantan Barat Nomor 5); 

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 
1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1); 
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SERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR If~ 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal P> Juni 2022 
SEK TARIS DAERAH 
PRO NSI KALIMANTAN BARAT, 

Wh 

Ditetapkan di Pontianak pada 
tanggal ? a Juni 2022 

._ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ' 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat. 

Pasal 6 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

(1) RKPD sebagaimana dimaksud da1am Pasal 2 terdiri dari 8 (delapan) 
Bab, meliputi: 
a. Bab I Pendahuluan; 
b. Bab II Oambaran Umum Kondisi Daerah; 
c. ab Ill Kerangka Ekonomi clan Keuangan Daerah; 
d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; 
e. Bab V Arah Kebijakan Pernbangunan Kabupaten/Kota; 
f. Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 
g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 
h. Bab VIII Penutup. 

(2) Penjabaran RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 5 
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